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BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
Nomor: ;1 fC.1-1vN 106':> 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) 

KABUPATEN BANYUMAS 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana secara tepat, 
cepat, dan terpadu perlu dilakukan penataan kembali tugas, 
fungsi dan susunan organisasi Satuan Pelaksana 
Penanggulangan Bencana sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 
83 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Sadan 
Koord inasi Nasional Penanganan Bencaria; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur 
kembali Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) 
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daer~h-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Te9_9ah; 

2-Yridang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan­
ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3039); 

3. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373); 

5. Peraturan Presiden Noll'l()( 83 Tahun 2005 tentang Sadan 
Koordinasi Nasional Penanganan Bencana; 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA 
PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN 
BANYUMAS 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupali Banyumas; 
2. Badan Koord inasi Nasional Penanganan Bencana yang selanJutnya disebut 

BAKORNAS PB adalah wadah organisasi yang bersifat non struktural bagl 
penanggulangan bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden: 

3. Saluan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut 
SATKORLAK PB adalah wadah organisasi non struktural yang mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan penanganan bencana yang tel)adi di Propinsi Jawa 
Tengah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAKORNAS PB: 

4. Saluan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut SATLAK PB adalah 
wadah organisasi non struktural yang melaksanakan upaya penanganan b~ncana baik 
sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi di wilayah Kabupaten dan 
bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PB dan Wakil 
Presiden selaku Ketua BAKORNAS PB; 

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, 
manusia dan atau oleh keduanya yang rnengakibatkan korban dan penderitaan 
manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana 
dan fasililas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan 
penghidupan masyarakat; 

6. Penanganan bencana adalah segala upaya dan keglatan yang dilakukan meliputi 
kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penyelamatan. rehabilltasi dan rekonstruksi baik 
sebelum, pada saat dan setelah bencana: 

7. Pencegahah adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengeliminir dan 
atau mengurangi sebagian atau seluruh bencana; 

8. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan 
memperkecil akibat-akibat bencana; 

9. Penyelamatan adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong 
dan menyantuni para korban, mengamankan harta benda. mengamankan sarana 
prasarana, fasilitas umum dan lingkungan akibat bencana; 

10. Rehabi lilasi adalah segala upaya den atau kegiatan yang dilakukan agar para korban 
dan kerusakan sarana prasarana serta fasililas umum yang diakibatkan oleh bencana 
dapat berfungsi kembali seperti semula: 

11. Rekonstruksi adalah segala upaya dan atau kegiatan yang dilakukan untuk membangun 
kembali sarana prasarana dan fasilitas umum agar tahan atau tangguh dari bencana 
sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat 
yang semakin meningkat. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal2 

Dengan Peraturan 1ni dibentuk Saluan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) 
Kabupaten Banyumas. 



Pasaf 3 

(1) SATLAK PB adalah lembaga non struktural yang melaksanakan dan mengendalikan 
penanganan bencana berkedudukan di Kabupaten Banyumas, yang diketuai oleh 
Bupati; 

(2) Penanganan Bencana sebagaimana d1maksud pada ayat (1) meliputi upaya 
penanganan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia yang 
mencakup kegiatan pencegahan, tanggap darurat. penyelamatan. rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

Pasal4 

Tugas SA TLAK PB adalah : 
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan bencana secara cepat, tepa1, 

efisien dan efektif; 
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana secara terpadu; 
3. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanganan bencana yang 

meliputi penoegahan, tanggap darurat, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksl. 

Pasaf 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Passi 4 SATLAK PB mempunyal 
fungsi: 
1. Koordinator, pemberi petunjuk. pengarah dan pembina serta pengendali kegiatan 

penanganan bencana baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi 
penanganan bencana; 

2. Koordinator dan pengendali kegiatan teknis dan administrasi dalam penanganan 
bencana; 

3. Koordinator dan pengendali penerimaan dan penyaluran bantuan; 
4. Pelaksana kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Ketua SATKORLAK PB dan 

BAKORNASPB 

BAB Ill 
ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisas1 SATLAK PBP terdiri dari : 
a Ketua; 
b Wakil Ketua I; 
c Wakil Ketua II: 
d Wakil Ketua Ill ; 
e Pelaksana Harian; 
f Sekretaris; 
g Anggota; 
h Unit Operasi PB Kecamatan. 

(2} Bagan Struktur Organisasi SATLAK PB sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini 

Baglan Kedua 
Ketua 

Pasal7 

Ketua SA:1:AK PB sebagai~na dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas 
mengkord1rnr tugas dan fungs1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 



Bagian Ketiga 
Wakil Ketua 

Pasal8 

(1) Wakil Ketua I sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas : 
a . Mernbantu Ketua dalarn mengkoordinasikan pengendalian penanganan bencana 

dalam bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan; 
b. Membantu tugas Ketua dalam memberikan dukungan administresi dan operasional 

untuk kelancaran tugas SATLAK PB. 
(2) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: 

a. Membantu Ketua dalarn rnengkoordinasikan pengendalian penanganan bencana 
dalarn bidang Kelentraman dan Ketertiban; 

b. Mernbantu tugas Ketua dalam membenkan dukungan Pelayanan Ketentraman dan 
Ketertiban untuk kelancaran tugas SATLAK PB. 

(3) Wakil Ketua Ill sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai 
tugas: 
a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pengendalian penanganan bencana 

dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat; 
b. Membantu tugas Ketua dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang Administrasi 

dan Urrum. 
(4) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua­

Wakil Ketua yang ditunjuk; 
(5) Wakil Ketua-Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) clan ayat (3) 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepi!da Ketua. 

Bagian Keempat 
Pelaksana Harian 

Pasal9 

(1) Pelaksana Harian sebagairnana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai 
tugas: 
a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan; 
b. Membantu Ketua dalam menyusun dan merumuskan kebi)aksanaan, 

pengkoordinasian. pengeodalian penanganan bencana; 
c. Memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan baik perencanaan, pelaksanaan 

maupun evaluasi penanganan bencana; 
d. Melaksanakan tugas sehari-hari SATLAK PB; 
e. Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja SATLAK PB; 
f. Menyusun Pola Operasi penanganan bencana. 
g. Memantau dan mengevaluasi petaksanaan kegiatan penanganan bencana. 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 

(2) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. 

Bagian Kellma 
Sekretaris 

Pasal10 

(1) Sekretaris sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i mempunyai tugas : 
a. Mewakili Pelaksana Harian apabila Pelaksana Harian berhalangan; 
b. Mernberikan saran-saran dan pertlmbangan dalam menyusun dan perumusan 

kebijaksanaan penanganan bencana kepada Ketua; 
c. Menyusun Program Kerja dan Kegiatan SATLAK PB; 
d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana; 
e. Menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam 

lingkungan SATLAK PB; 
f. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan, ekspedisi dan 



urusan rumah tangga SATLAK PB; 
f. Menyelenggarakan rapat-rapat; 
g. Menerima, rnenyimpan, mengelola, membukukan dalam administrasi keuangan dan 

menyusun Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SATLAK PB; 
h. Mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan operasional SATLAK PB; 
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua maupun 

Pelaksana Harian. 
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan 

tugasnya berada di ba11r.ih dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian 

Baglan Keenam 
Anggota 

Pasal1 1 

(1) Anggola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf k mempunyai tugas: 
a. Membantu Ketua dalam menyusun dan merumuskan kebijaksanaan 

pengkoordinasian dan pengendalian penanganan bencana sesual bldang tugasnya 
masing-masing: 

b. Memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua, hal-hal yang berkaitan dengan 
penanganan bencana baik dalam forum maupun di luar forum sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing; 

c. Menghadiri setiap rapat yang diselenggarakan oleh SATLAK PB; 
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dlberikan oleh Pelaksana Harian. · 

(2) Anggota-anggota sabagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas anggota-anggota dibagi dalam beberapa bidang, yaItu : 
a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
b. Bidang Penanganan Darurat; 
c. Bidang Pemulihan. 

Pasal 12 

Anggota Bldang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas : 
1. Merencanakan penggunaan potensi sumber daya manusla, sarans prasarana guna 

mendukung operasi penanganan bencana: 
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan banluan operasi penanganan bencana; 
3. Menyusun dan mempersiapkan pola operasi penanganan bencana; 
4. Menyampaikan saran-saran kepada Pelaksana Harian; 
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian. 

Pasal1 3 

Anggota Bidang Penanganan Oarurat mempunyai tugas : 
1. Mengadakan pengamatan terhadap kemungkinan terjadinya bencana; 
2. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penanganan darurat yang 

dialcibatkan oleh bencana; 
3. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan penanganan bencana dan 

kedaruratan; 
4. Menyampaikan saran-saran kepada Pelaksana Harian; 
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian. 

Pasal 14 

Anggota Bidang Pemulihan mempunyai tugas : 
1. Merencanakan anggaran pembiayaan, serta pengelolaan dan menyusun 



pertanggungjawaban keuangan: 
2. Menyusun kebutuhan bahan, peralalan, sarana prasarana; 
3. Mengkoordinasikan pengadaan, penerimaan, penyiapan dan penyaluran bantuan sosial 

bagi korban bencana dan kerusuhan; 
4. Menyampaikan saran-saran kepada Pelal<sana Harian; 
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian. 

Bagian Ketujuh 
Unit Operasi PB Kecamatan 

Pasal 15 

(1} Penanganan Bencana di Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Operasi Penanganan 
Bencana yang disingkat Unit Operasi PB yang diketuai oleh Camat ; 

(2) Organisasi dan Tatakerja Unit Operasi PB ditetapkan oleh Carnal selaku Ketua Unit 
Operasi PB. 

BABIV 
TATA KERJA 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Vl/akil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua 111, 
Pelaksana Harian, Sekretaris dan Anggota wajib menerapkan prins1p koordinasi, integrasi, 
slnkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan lnstansl lain sesuai 
dengan bldang tugasnya masing-masing. 

Pasal 17 

(1) Pelaksanaan penanganan bencana dilakukan secara tungsional oleh lnstansl terl<ait 
beserla jajarannya pada lahap sebelum. pada saal dan sesudah terjadi bencana yang 
mencakup kegialan pencegahan, tanggap darurat, penyelamatan, rehabilitasi dan 
rekonstruksi dengan mengerahkan kemampuan Pemerintah dan masyarakat secara 
terpadu : 

(2) Keterpaduan pelaksanaan penanganan bencana dimaksud ayat (1) Pasal ini sejak 
perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pengendalian bencana dalam wadah 
SA TLAK PB berdasarkan program yang telah ditetapkan. 

BABY 
PEMBIAYAAN DAN BANTUAN 

Pasal18 

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan 
pada: 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas : 
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal19 

(1 ) Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana dilaksanakan melalul 
Bupati selaku Ketua SATLAK PB atau langsung kepada Ketua unit Operasi PB 
Kecamatan yang wilayahnya terkena bencana ; 

(2) Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana yang d1sampaikan 
langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dikoordinasikan oleh Ketua Unit 
Operasi PB Kecamatan untuk pendayagunannya. 



BABVI 
PENUTUP 

Pasal 20 

Oengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja saruan Pelaksana Penanggulangan 
Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak 
berlakulagi. 

Pasal21 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut oleh Kelua SATLAK PB. 

Pasal22 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan int 
dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Banyumas. 

Oiundan'3k.a.:1 .,; Pl.!l'IVOkerto 
Pada Tangg;,!. .. \\ .. . ll~.'? .. ?.Q¼ ... 

SEKRETII l)qEf\P.fJ Kf\BUP/1.TEN 
. 1NYUMAS 

N:f>: 5C.OU86 38"i 
BEP.:TA C!A!:PJJl ~ABl,'PATEN Bl\Yln.5 NOMO!l ... i 
SERI..D ... ... . . 



Lampiran Peraturan 8uP.ati.&{lyJ.!Olils 
Tanggal [1 1 Ul:.t; LUIJO 
Nomor : S I 'fN~U~ Xx;(, 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB► 

KABUPATEN BANYUMAS 

I Ketua Bupati Banyumas 
Wakil Ketua I Dandlm 0701 Banyumas 
Wakll Ketua II Kapolres Banyumas 

. Wakil Ketua Ill Sekda Kabunaten Banvumas 

Pelaksana Harian -
Asisten Ekonomi dan Pembangunan 

Sakda Kabunaten Banvum~$ 

I 

• Bidang Pencegahan dan K~$iap$iagaan 
• Bidang Penanganan Darurat 
• Bidan Pemulihan 

Unit Operasi PB Kecamatan 

Unit Operasi PB Kecamatan 

Unit Operasi PB Kecamalan 

Sekrelaris 

epa 
Ka 

K la Bagian Kesra Setda 
bu paten Banyumas 


